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PENDAHULUAN

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas
pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan
inklusif di SMP Negeri 16 Mataram. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis yang memadukan kajian terhadap
ketentuan hukum dengan kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru
mata pelajaran, guru pendamping khusus, peserta didik penyandang disabilitas,
serta orang tua peserta didik. Analisis data dilakukan menggunakan model
analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldafia, sedangkan analisis
pemenuhan hak pendidikan menggunakan kerangka 4A Katarina Tomasevski
yang meliputi availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 16 Mataram telah berupaya
memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan
layanan pendidikan inklusif, pemberian kesempatan belajar yang setara,
penyesuaian proses pembelajaran, serta kerja sama antara sekolah dan orang
tua. Namun demikian, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi
berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel,
belum optimalnya kompetensi tenaga pendidik dalam pendidikan inklusif, serta
belum tersedianya sistem pembelajaran yang sepenuhnya mampu
mengakomodasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan
kerangka 4A, aspek availability dan acceptability telah berjalan cukup baik,
sedangkan aspek accessibility dan adaptability masih memerlukan penguatan
melalui peningkatan fasilitas, pengembangan kompetensi guru, serta dukungan
kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan
hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya pada tingkat
satuan pendidikan.

Keywords: hak atas pendidikan; penyandang disabilitas; pendidikan inklusif;
kerangka 4A; hak asasi manusia

Pendidikan merupakan hak asasi setiap
warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hak tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh
warga negara tanpa membedakan latar belakang
sosial, ekonomi, agama, maupun kondisi fisik,
termasuk  penyandang  disabilitas.  Dalam
perspektif hak asasi manusia, pendidikan tidak
hanya dipandang sebagai layanan publik, tetapi
juga sebagai hak fundamental yang wajib
dipenuhi oleh negara melalui penyelenggaraan
sistem pendidikan yang inklusif, bermutu, serta
bebas dari segala bentuk diskriminasi. Oleh
karena itu, negara berkewajiban memastikan
setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang
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sama untuk mengakses pendidikan sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristiknya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui
berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua
regulasi tersebut menegaskan bahwa penyandang
disabilitas memiliki hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu pada
semua jenjang pendidikan. Dalam
implementasinya, pemenuhan hak tersebut
diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan
inklusif, yaitu sistem pendidikan yang
memberikan kesempatan kepada peserta didik
penyandang disabilitas untuk belajar bersama
peserta didik lainnya dalam lingkungan sekolah
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reguler dengan tetap memperoleh layanan sesuai
kebutuhan individualnya.

Meskipun landasan hukum mengenai
pendidikan inklusif di Indonesia telah cukup kuat,
implementasinya masih menghadapi berbagai
tantangan. Berbagai sekolah penyelenggara
pendidikan inklusif ~ masih mengalami
keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel,
belum tersedianya tenaga pendidik yang memiliki
kompetensi dalam menangani peserta didik
penyandang disabilitas, serta belum optimalnya
sistem pembelajaran yang mampu
mengakomodasi  keberagaman  karakteristik
peserta didik. Kondisi tersebut menyebabkan
pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang
disabilitas belum sepenuhnya terlaksana secara
substantif meskipun secara normatif telah dijamin
dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berbagai penelitian terdahulu
menunjukkan bahwa implementasi pendidikan
inklusif masih menghadapi permasalahan yang
relatif serupa. Penelitian Ulya Rahmah dan
Kusuma (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan
pendidikan inklusif belum optimal akibat
keterbatasan fasilitas, kompetensi guru, serta
dukungan kebijakan teknis. Penelitian Ali dan
Fitriana (2022) juga menemukan bahwa
penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota
Mataram masih terkendala oleh keterbatasan
sumber daya manusia dan fasilitas sekolah.
Sementara itu, penelitian Sari dan Setyowati
(2020) menegaskan bahwa  keberhasilan
pemenuhan hak pendidikan  penyandang
disabilitas sangat dipengaruhi oleh kesiapan
sekolah serta dukungan pemerintah daerah. Di sisi
lain, penelitian  Nusaibah  dkk. (2025)
menyimpulkan bahwa meskipun regulasi nasional
telah cukup memadai, implementasi pendidikan
inklusif masih memperlihatkan kesenjangan
antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut,
masih terdapat celah penelitian (research gap),
yaitu  sebagian  besar  penelitian  lebih
menitikberatkan pada implementasi pendidikan
inklusif secara umum, sedangkan analisis
mengenai tingkat pemenuhan hak atas pendidikan
berdasarkan indikator hak pendidikan yang
komprehensif masih relatif terbatas. Padahal,
pemenuhan hak pendidikan tidak hanya diukur
dari keberadaan sekolah inklusif, tetapi juga harus
dianalisis melalui aspek ketersediaan layanan,
kemudahan akses, kualitas layanan pendidikan,
serta kemampuan sekolah menyesuaikan proses
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pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik
penyandang disabilitas.

Penelitian ini mengisi celah tersebut
dengan menggunakan kerangka 4A yang
dikembangkan oleh Katarina Tomasevski, yaitu
availability (ketersediaan), accessibility
(aksesibilitas), acceptability (keberterimaan), dan
adaptability (kemampuan penyesuaian).
Kerangka ini memberikan ukuran yang lebih
operasional dalam menilai sejauh mana hak atas
pendidikan telah dipenuhi secara substantif.
Penggunaan kerangka 4A menjadi kebaruan
(novelty) penelitian karena memungkinkan
analisis yang lebih sistematis terhadap
implementasi pendidikan inklusif, tidak hanya
dari aspek normatif tetapi juga berdasarkan
kondisi empiris di tingkat satuan pendidikan.

SMP Negeri 16 Mataram dipilih sebagai
lokasi penelitian karena merupakan salah satu
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di
Kota Mataram yang menerima peserta didik
penyandang  disabilitas  dengan  berbagai
karakteristik kebutuhan khusus. Keberadaan
sekolah ini memberikan gambaran empiris
mengenai bagaimana kebijakan pendidikan
inklusif diimplementasikan dalam praktik,
termasuk berbagai upaya sekolah dalam
memenuhi  hak pendidikan peserta didik
penyandang disabilitas beserta kendala yang
dihadapi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas
pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam
penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP
Negeri 16 Mataram menggunakan kerangka 4A
Katarina Tomasevski. Hasil penelitian diharapkan
dapat memberikan kontribusi akademik terhadap
pengembangan kajian hak atas pendidikan,
sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah
daerah dan satuan  pendidikan  dalam
meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pendidikan inklusif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-
sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk
mengkaji  berbagai ketentuan hukum yang
mengatur pemenuhan hak atas pendidikan bagi
penyandang disabilitas, sedangkan pendekatan
sosiologis  digunakan untuk  menganalisis
implementasi ~ ketentuan  tersebut  dalam
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penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP
Negeri 16 Mataram.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 16
Mataram  sebagai  salah  satu  sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif di Kota
Mataram. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan
secara purposive dengan pertimbangan bahwa
sekolah tersebut menerima peserta didik
penyandang disabilitas serta telah menerapkan
layanan pendidikan inklusif dalam proses
pembelajarannya.

Informan penelitian ditentukan
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
berdasarkan pertimbangan bahwa informan
memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung
dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Informan terdiri atas kepala sekolah, guru
bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran,
guru pendamping khusus (GPK), peserta didik
penyandang disabilitas, serta orang tua peserta
didik penyandang disabilitas.

Data penelitian terdiri atas data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara mendalam dan observasi terhadap
pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.
Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui
studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-
undangan, dokumen sekolah, literatur ilmiah,
serta berbagai referensi yang relevan dengan hak
atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Observasi  dilakukan  untuk  memperoleh
gambaran mengenai kondisi lingkungan sekolah,
proses pembelajaran, serta penyediaan layanan
pendidikan bagi peserta didik penyandang
disabilitas. Wawancara dilakukan secara semi-
terstruktur kepada seluruh informan penelitian
guna memperoleh informasi yang mendalam
mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif.
Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data
penelitian berupa dokumen kebijakan sekolah,
profil sekolah, foto kegiatan, serta dokumen
pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model analisis
interaktif Miles, Huberman, dan Saldafa yang
meliputi kondensasi data (data condensation),
penyajian data (data display), serta penarikan dan
verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and
verification).  Selanjutnya, hasil penelitian
dianalisis menggunakan kerangka 4A yang
dikembangkan oleh Katarina Tomasevski, yaitu
availability (ketersediaan), accessibility
(aksesibilitas), acceptability (keberterimaan), dan
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adaptability (kemampuan penyesuaian), untuk
menilai tingkat pemenuhan hak atas pendidikan
bagi penyandang disabilitas di SMP Negeri 16
Mataram.

Keabsahan data diuji
triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan
triangulasi  waktu. Selain itu, dilakukan
pengecekan kembali terhadap hasil wawancara
kepada informan (member check) guna
memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang
sebenarnya sehingga hasil penelitian memiliki
tingkat validitas dan kredibilitas yang baik.

melalui  teknik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak
atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di
SMP Negeri 16 Mataram menggunakan kerangka
4A Katarina Tomasevski, yaitu availability
(ketersediaan),  accessibility  (aksesibilitas),
acceptability (keberterimaan), dan adaptability
(kemampuan penyesuaian). Keempat indikator
tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana
penyelenggaraan  pendidikan inklusif telah
mampu memenuhi hak pendidikan peserta didik
penyandang disabilitas secara komprehensif.

1. Availability (Ketersediaan)

Aspek availability menunjukkan
tersedianya layanan pendidikan, tenaga pendidik,
sarana dan  prasarana, serta dukungan

kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan
inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
SMP Negeri 16 Mataram telah menyediakan
layanan  pendidikan  bagi peserta  didik
penyandang disabilitas melalui penerimaan
peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar
bersama peserta didik lainnya di kelas reguler.
Sekolah juga menugaskan Guru Pendamping
Khusus (GPK), guru mata pelajaran, dan guru
bimbingan  konseling untuk memberikan
pendampingan sesuai kebutuhan peserta didik.
Selain penyediaan tenaga pendidik, sekolah
juga telah berupaya menyediakan fasilitas
pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan,
serta lingkungan belajar yang mendukung proses
pendidikan.  Komitmen sekolah terhadap
pendidikan inklusif juga terlihat melalui
koordinasi yang dilakukan antara kepala sekolah,
guru, dan orang tua dalam memantau
perkembangan  peserta didik penyandang
disabilitas.
Meskipun
menunjukkan

observasi
fasilitas

demikian, hasil
bahwa  beberapa
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pendukung pendidikan inklusif masih belum
tersedia secara optimal, terutama sarana yang
menunjang aksesibilitas peserta didik penyandang
disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan
pelaksanaan  pendidikan  inklusif  belum
sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh peserta
didik. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek
availability telah berjalan cukup baik, namun
masih memerlukan peningkatan terutama pada
penyediaan sarana dan prasarana yang lebih
memadai.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian
sebelumnya yang menyatakan bahwa
keberhasilan  pendidikan  inklusif  sangat
dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya sekolah,
baik tenaga pendidik maupun fasilitas pendukung
pembelajaran. Ketersediaan layanan pendidikan
yang memadai menjadi prasyarat utama dalam
mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan
secara efektif.

2. Accessibility (Aksesibilitas)

Aspek accessibility berkaitan dengan
kemudahan peserta didik penyandang disabilitas
dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa
diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa SMP Negeri 16 Mataram telah
memberikan kesempatan yang sama kepada
seluruh peserta didik untuk mengikuti proses
pembelajaran tanpa membedakan kondisi fisik
maupun kemampuan peserta didik. Sekolah tidak
menerapkan perlakuan diskriminatif dalam proses
penerimaan peserta didik maupun dalam
pelaksanaan pembelajaran sehari-hari.

Namun demikian, aksesibilitas fisik di
lingkungan sekolah masih belum sepenuhnya
memenuhi prinsip pendidikan inklusif. Beberapa
fasilitas pendukung mobilitas penyandang
disabilitas masih terbatas sehingga belum seluruh
area sekolah dapat diakses secara mandiri oleh
peserta didik yang memiliki hambatan fisik
tertentu.  Selain  itu, keterbatasan media
pembelajaran yang adaptif juga menjadi
tantangan dalam memberikan layanan pendidikan
yang setara.

Walaupun terdapat keterbatasan tersebut,
komunikasi yang baik antara sekolah, guru
pendamping khusus, guru mata pelajaran, dan
orang tua menjadi faktor pendukung dalam

mengurangi  hambatan  akses  pendidikan.
Kolaborasi tersebut memungkinkan kebutuhan
peserta  didik  dapat  diidentifikasi  dan

ditindaklanjuti secara bersama-sama schingga
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proses pembelajaran tetap berlangsung secara
optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
aksesibilitas pendidikan tidak hanya ditentukan
oleh keterbukaan sekolah dalam menerima
peserta didik penyandang disabilitas, tetapi juga
dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas fisik, media
pembelajaran, dan dukungan kelembagaan yang
mampu menjamin kesetaraan akses bagi seluruh
peserta didik.

3. Acceptability (Keberterimaan)

Aspek acceptability mengacu pada kualitas
layanan pendidikan yang diberikan kepada
peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan
hasil penelitian, guru berupaya menciptakan
suasana pembelajaran yang kondusif, menghargai
keberagaman karakteristik peserta didik, serta
memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif
selama proses pembelajaran berlangsung.

Guru juga berusaha melakukan komunikasi
yang intensif dengan orang tua apabila ditemukan
hambatan dalam perkembangan peserta didik.
Pendekatan tersebut menunjukkan adanya
komitmen sekolah dalam memberikan pelayanan
pendidikan yang menghormati martabat peserta
didik penyandang disabilitas sebagai bagian dari
warga sekolah.

Walaupun demikian, penelitian
menemukan bahwa kompetensi sebagian tenaga
pendidik dalam melaksanakan pembelajaran
inklusif masih perlu ditingkatkan. Tidak semua
guru memiliki pengalaman maupun pelatihan
khusus mengenai strategi pembelajaran bagi
peserta didik penyandang disabilitas. Kondisi
tersebut menyebabkan proses pembelajaran
belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan
belajar yang beragam.

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas
layanan pendidikan inklusif tidak hanya
ditentukan oleh sikap penerimaan sekolah
terhadap peserta didik penyandang disabilitas,
tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas
tenaga pendidik dalam merancang pembelajaran
yang inklusif, humanis, dan berpusat pada peserta
didik.

4. Adaptability (Kemampuan Penyesuaian)
Aspek adaptability menunjukkan
kemampuan sekolah dalam menyesuaikan proses
pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik
penyandang  disabilitas.  Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa guru telah berupaya
melakukan penyesuaian metode pembelajaran
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sesuai  karakteristik peserta didik melalui
pemberian pendampingan, bimbingan individual,
serta koordinasi dengan Guru Pendamping
Khusus.

Meskipun berbagai bentuk penyesuaian
telah  dilakukan, implementasinya  belum
sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber
daya, jumlah guru pendamping khusus, serta
variasi kebutuhan peserta didik yang cukup
beragam. Akibatnya, tidak semua peserta didik
memperoleh layanan pembelajaran yang benar-
benar sesuai dengan kebutuhan individualnya.

Dalam perspektif kerangka 4A Katarina
Tomasevski, kemampuan sekolah melakukan
adaptasi merupakan indikator penting dalam
mewujudkan pendidikan yang inklusif. Oleh
karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui
pelatihan pendidikan inklusif, penyediaan media
pembelajaran adaptif, serta penguatan dukungan
pemerintah daerah menjadi langkah strategis
untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan
bagi penyandang disabilitas.

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian
menunjukkan bahwa SMP Negeri 16 Mataram
telah  mengimplementasikan  prinsip-prinsip
pendidikan inklusif sebagai bentuk pemenuhan
hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Berdasarkan analisis menggunakan kerangka 4A,
aspek availability dan acceptability telah
terlaksana dengan cukup baik melalui penyediaan
layanan pendidikan, komitmen sekolah, serta
terciptanya lingkungan belajar yang tidak
diskriminatif. Sementara itu, aspek accessibility
dan adaptability masih memerlukan penguatan,
khususnya terkait penyediaan sarana prasarana
yang aksesibel, peningkatan kompetensi tenaga

pendidik, serta  pengembangan  strategi
pembelajaran yang lebih adaptif.

Temuan ini memperlihatkan bahwa
keberhasilan penyelenggaraan pendidikan

inklusif tidak hanya bergantung pada keberadaan
regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan
sumber daya manusia, dukungan fasilitas, serta
kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan
pemerintah. Dengan demikian, pemenuhan hak
atas pendidikan bagi penyandang disabilitas harus
dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang
memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh
pemangku kepentingan agar prinsip kesetaraan,
non-diskriminasi, dan keadilan dalam pendidikan
dapat terwujud secara nyata.
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KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat
disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas

pendidikan bagi penyandang disabilitas di SMP
Negeri 16 Mataram telah diupayakan melalui
penyelenggaraan  pendidikan inklusif yang
mengedepankan prinsip kesetaraan dan non-
diskriminasi. Analisis menggunakan kerangka 4A
Katarina Tomasevski menunjukkan bahwa aspek
availability telah terpenuhi melalui penyediaan
layanan pendidikan inklusif, keberadaan guru
pendamping khusus, serta komitmen sekolah
dalam memberikan kesempatan belajar yang sama
kepada peserta didik penyandang disabilitas.
Aspek acceptability juga telah berjalan dengan
cukup baik melalui terciptanya lingkungan belajar
yang menghargai keberagaman dan pemberian
layanan pendidikan yang berorientasi pada
kebutuhan peserta didik.

Namun demikian, aspek accessibility dan
adaptability masih memerlukan peningkatan.
Keterbatasan sarana dan prasarana yang
aksesibel, belum optimalnya kompetensi tenaga
pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan
inklusif, serta belum maksimalnya penyesuaian
strategi pembelajaran sesuai karakteristik peserta
didik penyandang disabilitas menjadi tantangan
dalam mewujudkan pemenuhan hak atas
pendidikan secara optimal. Oleh karena itu,
diperlukan sinergi antara sekolah, pemerintah
daerah, dan orang tua dalam meningkatkan
kualitas layanan pendidikan inklusif melalui
penyediaan fasilitas yang lebih aksesibel,
peningkatan kompetensi guru, serta penguatan
kebijakan yang mendukung penyelenggaraan
pendidikan inklusif secara berkelanjutan.
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